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PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN 
  Centre for Energy and Mining Law Studies 

 
RUU Cipta Kerja Sektor Minerba, UU Minerba, dan RUU Minerba 

NO UU RUU Cipta Kerja Perubahan RUU Minerba Keterangan 

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4959) 

Pasal 40 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959) diubah: 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4959), 

diubah sebagai berikut: 

 

Ada 92 pasal yang diubah 

Kesimpulan: 

1. Omnibus mengatur 38 Pasal 

2. RUU Minerba mengatur 92 Pasal 

3. Terdapat 34 Pasal Omnibus yang berbeda 

dengan Pengaturan di RUU Minerba yaitu 

Pasal 1, 

4,6,7,8,35,36,37,43,44,45,47,48,67,72,73,7

4,76,78,79,81,82,83,102,128A,134,138A,13

4,149,151, 152,169A,170A,172A,172B 

4. Terdapat 4 Pasal Omnibus yang sama 

dengan Pengaturan di RUU Minerba. yaitu 

Pasal 8,39,80,165. 

 

 

Keterangan: 

1. Pasal yang dihapus. Ada 21 pasal yang 

dihapus oleh RUU Cipta Kerja, antara lain: 

Pasal 1 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 7, 8, 37, 39, 

43, 44, 45, 48, 67, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 

82, 152, 162, dan 165 

2. Dari 21 pasal tersebut, bila dibandingkan 

dengan RUU Minerba maka; 

a. terdapat 2 pasal yang sama-sama 

menghapus pasal yaitu pasal 8 dan 

pasal 165. 

b. terdapat 7 pasal yang mengubah, yaitu 

pasal 7, 37, 44, 48, 67, 72, dan 73. 

c. terdapat 11 Pasal yang tidak diubah 

oleh RUU Minerba atau tetap 

digunakan dalam UU 4/2009 yaitu 
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pasal 39, 43, 45, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 

152, 162, dan 165. 

 

3. Pasal yang diubah. Terdapat 10 pasal yang 

mengalami perubahan yaitu: Pasal 1(20A), 

4, 6, 47, 83, 102, 104, 134, 149, dan 151. 

4. Pasal baru. Terdapat 7 Pasal baru, yaitu: 

Pasal 120A, 128A, 138A, 169A, 170A, 172A, 

dan 172B. 

DEFINISI 

1 Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 

dengan: 

 

1. Pertambangan adalah sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan 

pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan 

pascatambang. 

2. Mineral adalah senyawa anorganik 

yang terbentuk di alam, yang memiliki 

sifat fisik dan kimia tertentu serta 

susunan kristal teratur atau 

gabungannya yang membentuk batuan, 

baik dalam bentuk lepas atau padu. 

3. Batubara adalah endapan senyawa 

organik karbonan yang terbentuk 

secara alamiah dari sisa tumbuh- 

tumbuhan. 

4. Pertambangan Mineral adalah 

pertambangan kumpulan mineral yang 

Pasal 1 

Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, 

angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 

dihapus, dan angka 20 diubah, di antara 

angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) 

angka baru yakni angka 20A sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 
batubara yang meliputi penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 
pascatambang. 

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang 
terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik 
dan kimia. tertentu serta susunan kristal 
teratur atau gabungailnya yang membentuk 
batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 

3. Batubara adalah endapan senyawa organik 
karbonan yang terbentuk secara alamiah dari 
sisa tumbuh- tumbuhan, 

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan 
kumpulan mineral yang berupa bijih atau 
batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas 

 

Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20, 

angka 36, angka 37, dan angka 38 

diubah, diantara angka 6 dan angka 7 

disisipkn 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, 

angka 6b, dan angka 6c, diantara angka 

35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) 

angka, yakni angka 35a, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Pertambangan adalah sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan 

pengusahaan mineral atau batubara, 

yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang 

terbentuk di alam, yang memiliki sifat 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (1) 

http://www.pushep.or.id/


   

www.pushep.or.id            Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 3  
 

berupa bijih atau batuan, di luar panas 

bumi, minyak dan gas bumi, serta air 

tanah. 

5. Pertambangan Batubara adalah 

pertambangan endapan karbon yang 

terdapat di dalam bumi, termasuk 

bitumen padat, gambut, dan batuan 

aspal. 

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan 

dalam rangka pengusahaan mineral 

atau batubara yang meliputi tahapan 

kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta pascatambang. 

7. Izin Usaha Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut IUP, adalah izin 

untuk melaksanakan usaha 

pertambangan. 

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha 

yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, dan studi 

kelayakan. 

9. IUP Operasi Produksi adalah izin 

usaha yang diberikan setelah selesai 

pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk 

melakukan tahapan kegiatan 

operasi produksi. 

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang 

selanjutnya disebut IPR, adalah izin 

untuk melaksanakan usaha 

pertambangan dalam wilayah 

pertambangan rakyat dengan luas 

wilayah dan investasi terbatas. 

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, 

yang selanjutnya disebut dengan 

IUPK, adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan 

bumi, serta air tanah. 

5. Pertambangan Batubara adalah 
pertambangan endapan karbon yang terdapat 
di dalam bumi, termasuk bitumen padat, 
gambut, dan batuan aspal. 

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalarn 
rangka pengusahaan mineral atau batubara 
yang meliputi tahapan kegiatarl penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi kelayakan, 
konstrultsi, penambangan, pengolahar: dan 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 
serta pascatambang. 

7. Dihapus. 

8. Dihapus. 

9. Dihapus. 

10. Dihapus. 

11. Dihapus. 

12. Dihapus. 

13. Dihapus. 

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan 
pertambangan untuk mengetahui kondisi 
geologi regions1 dan indikasi adanya 
mineralisasi. 

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha  
pertambangan untuk memperoleh informasi 
secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 
bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan 
sumber daya terukur dari bahan galian, serta 
informasi mengenai lingkungan sosial dan 
lingkungan hidup. 

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan 
usaha pertambangan untuk memperoleh 
informasi secara rinci seluruh aspek yang 
berkaitan untuk menentukan kelayakan 
ekonomis dan teknis usaha pertambangan, 
termasuk analisis mengenai dampak 
lingkungan serta perencanaan pascatambang. 

17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan 
usaha pertambangan yang meliputi 
konstruksi, penarnbangan, pengolahan, 
pemurnian, termasuk pengangkutan dan 
penjualan, serta sarana pengendalian dampak 

fisik dan kimia tertentu serta susunan 

kristal teratur atau gabungannya yang 

membentuk batuan, baik dalam bentuk 

lepas atau padu. 

3. Batubara adalah endapan senyawa 

organik karbonan yang terbentuk secara 

alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 

4. Pertambangan Mineral adalah 

pertambangan kumpulan mineral yang 

berupa bijih atau batuan, di luar panas 

bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

5. Pertambangan Batubara adalah 

pertambangan endapan karbon yang 

terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen 

padat, gambut, dan batuan aspal. 

6. Usaha Pertambangan adalah 

kegiatan dalam rangka pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta 

pascatambang. 

6a. Kuasa Pertambangan Mineral dan 

Batubara adalah kuasa yang diberikan 

negara kepada Pemerintah Pusat. 

6b. Kontrak Karya adalah perjanjian 

antara pemerintah dengan perusahaan 

berbadan hukum Indonesia dalam 

rangka penanaman modal asing dalam 

rangka melaksanakan usaha 

pertambangan bahan galian, tidak 

termasuk minyak bumi, gas alam, panas 

bumi, radioaktif, dan batubara. 

6c. Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara adalah 
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di wilayah izin usaha pertambangan 

khusus. 

12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha 

yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, dan studi 

kelayakan di wilayah izin usaha 

pertambangan khusus. 

13. IUPK Operasi Produksi adalah izin 

usaha yang diberikan setelah selesai 

pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk 

melakukan tahapan kegiatan 

operasi produksi di wilayah izin 

usaha pertambangan khusus. 

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan 

kegiatan pertambangan untuk 

mengetahui kondisi geologi regional 

dan indikasi adanya mineralisasi. 

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan 

usaha pertambangan untuk 

memperoleh informasi secara 

terperinci dan teliti tentang lokasi, 

bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan 

sumber daya terukur dari bahan galian, 

serta informasi mengenai lingkungan 

sosial dan lingkungan hidup. 

16. Studi Kelayakan adalah tahapan 

kegiatan usaha pertambangan untuk 

memperoleh informasi secara rinci 

seluruh aspek yang berkaitan untuk 

menentukan kelayakan ekonomis dan 

teknis usaha pertambangan, termasuk 

analisis mengenai dampak lingkungan 

serta perencanaan pascatambang. 

17. Operasi Produksi adalah tahapan 

kegiatan usaha pertambangan yang 

meliputi konstruksi, penambangan, 

pengolahan, pemurnian, termasuk 

pengangkutan dan penjualan, serta 

sarana pengendalian dampak 

lingkungan sesuai dengan hasil studi 
kelayakan. 

 

18. Konstruksi adalah kegiatan usaha 
pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi 
produksi, termasuk pengendalian dampak 
lingkungan. 

19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha 
pertambangan untuk memproduksi mineral 
dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 

20. Pengolahan mineral adalah upaya 
meningkatkan mutu komoditas tambang 
mineral untuk menghasilkan produk 
dengan sifat fisik dan kimia yang tidak 
berubah dari sifat komoditas tambang asal 
untuk dilakukan pemurnian atau menjadi 
bahan baku industri. 

20A. Pemurnian mineral adalah upaya untuk 
meningkatkan mutu komoditas tambang 
melalui proses ekstraksi serta proses 
peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk 
menghasilkan produk dengan sifat fisik 
dan kimia yang berbeda dari komoditas 
tambang asal sampai dengan produk 
logam sebagai bahan baku industri. 

21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha 
pertamhangan untuk memindahkan mineral 
dan/atau batubara dari daerah tambang 
dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian 
sampai tempat penyerahan. 

22. Penjualan adalah kegiatan usaha 
pertambangan untuk menjual hasil 
pertambangan mineral atau batubara. 

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang 
bergerak di bidang pertambangan yang 
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkedudukan dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang 
yang berkaitan dengan kegiatan usaha 
pertambangan. 

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang 
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian 

perjanjian antara pemerintah Republik 

Indonesia dengan perusahaan swasta 

asing atau patungan antara asing dengan 

nasional untuk pengusahaan batubara. 

7. Izin Usaha Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut IUP, adalah izin 

untuk melaksanakan usaha 

pertambangan. 

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha 

yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. 

9. IUP Operasi Produksi adalah izin 

usaha yang diberikan setelah selesai 

pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk 

melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi. 

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang 

selanjutnya disebut IPR, adalah izin 

untuk melaksanakan usaha 

pertambangan dalam wilayah 

pertambangan rakyat dengan luas 

wilayah dan investasi terbatas. 

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, 

yang selanjutnya disebut dengan IUPK, 

adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan di wilayah izin usaha 

pertambangan khusus. 

12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha 

yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, dan studi kelayakan di 

wilayah izin usaha pertambangan 

khusus. 

13. IUPK Operasi Produksi adalah izin 

usaha yang diberikan setelah selesai 
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lingkungan sesuai dengan hasil studi 

kelayakan. 

18. Konstruksi adalah kegiatan usaha 

pertambangan untuk melakukan 

pembangunan seluruh fasilitas operasi 

produksi, termasuk pengendalian 

dampak lingkungan. 

19. Penambangan adalah bagian kegiatan 

usaha pertambangan untuk 

memproduksi mineral dan/atau 

batubara dan mineral ikutannya. 

20. Pengolahan dan Pemurnian adalah 

kegiatan usaha pertambangan 

untuk meningkatkan mutu mineral 

dan/atau batubara serta untuk 

memanfaatkan dan memperoleh 

mineral ikutan. 

21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha 

pertambangan untuk memindahkan 

mineral dan/atau batubara dari daerah 

tambang dan/atau tempat pengolahan 

dan pemurnian sampai tempat 

penyerahan. 

22. Penjualan adalah kegiatan usaha 

pertambangan untuk menjual hasil 

pertambangan mineral atau batubara. 

23. Badan Usaha adalah setiap badan 

hukum yang bergerak di bidang 

pertambangan yang didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

24. Jasa Pertambangan adalah jasa 

penunjang yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha pertambangan. 

25. Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan, yang selanjutnya disebut 

amdal, adalah kajian mengenai dampak 

besar dan penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan 

pada lingkungan hidup yang 

mengenai dampak besar dan penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan 
sepanjang tahapan usaha pertambangan 
untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki 
kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat 
berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 

27. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya 
disebut Pascatambang adalah kegiatan 
terencana, sistematis, dan berlanjut setelah 
akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha 
pertambangan untuk memuilihkan fungsi 
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut 
kondisi lokal di seluruh wilayah 
penambangan. 

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha 
untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat, baik secara individual maupun 
kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat 
kehidupannya. 

29. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya 
disingkat WP adalah wilayah yang memiliki 
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak 
terikat dengan batasan administrasi 
pemerintahan yang merupakan bagian dari 
tata ruang nasional. 

30. Wilayah Usaha Pertambangan yang 
selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari 
WP yang telah memiliki ketersediaan data, 
potensi, dan/atau informasi geologi. 

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang 
selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah 
yang diberikan kepada pemegang IUP. 

32. Wilayah Pertambangan Rakyat yang 
selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari 
WP tempat dilakukan kegiatan usaha 
pertambangan rakyat. 

33. Wilayah Pencadangan Negara, yang 
selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari 
WP yang dicadangkan untuk kepentingan 
strategis nasional. 

pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk 

melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi di wilayah izin usaha 

pertambangan khusus. 

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan 

kegiatan pertambangan untuk mengetahui 

kondisi geologi regional dan indikasi 

adanya mineralisasi. 

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan 

usaha pertambangan untuk memperoleh 

informasi secara terperinci dan teliti 

tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, 

kualitas dan sumber daya terukur dari 

bahan galian, serta informasi mengenai 

lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 

16. Studi Kelayakan adalah tahapan 

kegiatan usaha pertambangan untuk 

memperoleh informasi secara rinci seluruh 

aspek yang berkaitan untuk menentukan 

kelayakan ekonomis dan teknis usaha 

pertambangan, termasuk analisis mengenai 

dampak lingkungan serta perencanaan 

pascatambang. 

17. Operasi Produksi adalah tahapan 

kegiatan usaha pertambangan yang 

meliputi konstruksi, penambangan, 

pengolahan, pemurnian, termasuk 

pengangkutan dan penjualan, serta sarana 

pengendalian dampak lingkungan sesuai 

dengan hasil studi kelayakan. 

18. Konstruksi adalah kegiatan usaha 

pertambangan untuk melakukan 

pembangunan seluruh fasilitas operasi 

produksi, termasuk pengendalian dampak 

lingkungan. 

19. Penambangan adalah bagian 

kegiatan usaha pertambangan untuk 
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diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan 

usaha dan/atau kegiatan. 

26. Reklamasi adalah kegiatan yang 

dilakukan sepanjang tahapan usaha 

pertambangan untuk menata, 

memulihkan, dan memperbaiki 

kualitas lingkungan dan ekosistem 

agar dapat berfungsi kembali sesuai 

peruntukannya. 

27. Kegiatan pascatambang, yang 

selanjutnya disebut pascatambang, 

adalah kegiatan terencana, sistematis, 

dan berlanjut setelah akhir sebagian 

atau seluruh kegiatan usaha 

pertambangan untuk memulihkan 

fungsi lingkungan alam dan fungsi 

sosial menurut kondisi lokal di seluruh 

wilayah penambangan. 

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah 

usaha untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat, baik secara 

individual maupun kolektif, agar 

menjadi lebih baik tingkat 

kehidupannya. 

29. Wilayah Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut WP, adalah 

wilayah yang memiliki potensi mineral 

dan/atau batubara dan tidak terikat 

dengan batasan administrasi 

pemerintahan yang merupakan bagian 

dari tata ruang nasional. 

30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut WUP, adalah 

bagian dari WP yang telah memiliki 

ketersediaan data, potensi, dan/atau 

informasi geologi. 

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, 

yang selanjutnya disebut WIUP, adalah 

wilayah yang diberikan kepada 

pemegang IUP. 

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang 
selanjutnya disingkat WUPK adalah bagian 
dari WPN yang dapat diusahakan. 

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus 
dalam WUPK yang selanjutnya disingkat 
WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada 
pemegang IUPK. 

36. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

37. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati 
atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

38. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahari di 
bidang pertambangan mineral dan batubara. 

 

mengambil mineral dan/atau batubara 

serta mineral ikutannya. 

20. Pengolahan dan Pemurnian 

adalah kegiatan usaha pertambangan 

untuk meningkatkan mutu bijih mineral 

dan/atau batubara serta memanfaatkan 

dan memperoleh mineral ikutan, 

dimana dalam hal bahan galian mineral 

menjadi bentuk akhir berupa 

konsentrat dengan nilai tambah 75% 

(tujuh puluh lima persen) atau produk 

lain yang memiliki nilai ekonomi lebih 

tinggi. 

21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha 

pertambangan untuk memindahkan 

mineral dan/atau batubara dari daerah 

tambang dan/ atau tempat Pengolahan dan 

Pemurnian sampai tempat penyerahan. 

22. Penjualan adalah kegiatan usaha 

pertambangan untuk menjual hasil 

pertambangan mineral atau batubara. 

23. Badan Usaha adalah setiap badan 

hukum yang bergerak di bidang 

pertambangan yang didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

24. Jasa Pertambangan adalah jasa 

penunjang yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha pertambangan. 

25. Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan, yang selanjutnya disebut 

amdal, adalah kajian mengenai dampak 

besar dan penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
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32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang 

selanjutnya disebut WPR, adalah 

bagian dari WP tempat dilakukan 

kegiatan usaha pertambangan rakyat. 

33. Wilayah Pencadangan Negara, yang 

selanjutnya disebut WPN, adalah 

bagian dari WP yang dicadangkan 

untuk kepentingan strategis nasional. 

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus 

yang selanjutnya disebut WUPK, 

adalah bagian dari WPN yang dapat 

diusahakan. 

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya 

disebut WIUPK, adalah wilayah yang 

diberikan kepada pemegang IUPK. 

36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya 

disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan Pemerintahan Negara 

Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

37. Pemerintah daerah adalah gubernur, 

bupati atau walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

38. Menteri adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertambangan 

mineral dan batubara. 

proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

26. Reklamasi adalah kegiatan yang 

dilakukan sepanjang tahapan usaha 

pertambangan untuk menata, memulihkan, 

dan memperbaiki kualitas lingkungan dan 

ekosistem agar dapat berfungsi kembali 

sesuai peruntukannya. 

27. Kegiatan pascatambang, yang 

selanjutnya disebut pascatambang, adalah 

kegiatan terencana, sistematis, dan 

berlanjut setelah sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha pertambangan untuk 

memulihkan fungsi lingkungan alam dan 

fungsi sosial menurut kondisi lokal di 

seluruh wilayah penambangan. 

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah 

usaha untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat, baik secara individual maupun 

kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat 

kehidupannya. 

29. Wilayah Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut WP, adalah wilayah 

yang memiliki potensi mineral dan/atau 

batubara dan tidak terikat dengan batasan 

administrasi pemerintahan yang 

merupakan bagian dari tata ruang nasional. 

30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut WUP, adalah bagian 

dari WP yang telah memiliki ketersediaan 

data, potensi, dan/atau informasi geologi. 

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, 

yang selanjutnya disebut WIUP, adalah 

wilayah yang diberikan kepada pemegang 

IUP. 
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32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang 

selanjutnya disebut WPR, adalah bagian 

dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha 

pertambangan rakyat. 

33. Wilayah Pencadangan Negara, yang 

selanjutnya disebut WPN, adalah bagian 

dari WP yang dicadangkan untuk 

kepentingan strategis nasional. 

34. Wilayah Usaha Pertambangan 

Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, 

adalah bagian dari WPN yang dapat 

diusahakan. 

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya 

disebut WIUPK, adalah wilayah yang 

diberikan kepada pemegang IUPK. 

35a. Setiap Orang adalah orang 

perseorangan atau korporasi, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

36. Pemerintah Pusat adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

37. Pemerintah Daerah adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

38. Menteri adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pertambangan dan energi. 
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PRINSIP PENGATURAN 

2 Pasal 4 

(1) Mineral dan batubara sebagai 

sumber daya alam yang tak terbarukan 

merupakan kekayaan nasional yang 

dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar 

kesejahteraan rakyat. 

(2) Penguasaan mineral dan batubara 

oleh negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah. 

Pasal 4 

(1) Mineral dan batubara sebagai sumber 

daya alam yang tak terbarukan merupakan 

kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara 

untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 

(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh 

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyelenggaraan penguasaan mineral dan 

batubara diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 4 

(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber 

daya alam yang tak terbarukan 

merupakan kekayaan nasional yang 

dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk 

sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 

(2) Kepemilikan dan penguasaan Mineral 

dan Batubara oleh negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

oleh Pemerintah Pusat sebagai 

pemegang Kuasa Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan melalui 

fungsi kebijakan, pengaturan, 

pengurusan, pengelolaan, dan 

pengawasan. 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (2) 

3 Pasal 6 

(1) Kewenangan Pemerintah dalam 

pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara, antara lain, adalah: 

a. penetapan kebijakan nasional; 

b. pembuatan peraturan perundang-

undangan; 

c. penetapan standar nasional, 

pedoman, dan kriteria; 

d. penetapan sistem perizinan 

pertambangan mineral dan batubara 

nasional; 

e. penetapan WP yang dilakukan 

setelah berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah dan berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Pasal 6 

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam 

pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara, meliputi: 

a. penetapan kebijakan nasional; 

b. pembuatan peraturan perundang-

undangan; 

c. penetapan norma, standar, pedoman, dan 

kriteria; 

d. penetapan sistem perizinan 

pertambangan mineral dan batubara nasional; 

e. pemberian Perizinan Berusaha terkait 

pertambangan mineral dan batubara di 

seluruh wilayah hukum pertambangan; 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara, 

berwenang dalam: 

a. penetapan kebijakan nasional; 

b. pembuatan peraturan perundang-

undangan; 

c. penetapan standar nasional, 

pedoman, dan kriteria; 

d. penetapan sistem perizinan 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

nasional; 

e. penetapan WP yang dilakukan 

setelah ditentukan oleh Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (3) 

 

 

 

BAGAIMANA PERAN DPR 
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f. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan yang 

berada pada lintas wilayah provinsi 

dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua 

belas) mil dari garis pantai; 

g. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan yang 

lokasi penambangannya berada pada lintas 

wilayah provinsi dan/atau wilayah laut 

lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis 

pantai; 

h. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi 

produksi yang berdampak lingkungan 

langsung lintas provinsi dan/atau dalam 

wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil 

dari garis pantai; 

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan 

IUPK Operasi Produksi; 

j. pengevaluasian IUP Operasi 

Produksi, yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah, yang telah 

menimbulkan kerusakan lingkungan serta 

yang tidak menerapkan kaidah 

pertambangan yang baik; 

k. penetapan kebijakan produksi, 

pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; 

l. penetapan kebijakan kerja sama, 

kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat; 

m. perumusan dan penetapan 

penerimaan negara bukan pajak dari hasil 

usaha pertambangan mineral dan batubara; 

f. penetapan WP yang dilakukan setelah 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah; 

g. pembinaan, penyelesaian konflik 

masyarakat, dan pengawasan usaha 

pertambangan; 

h. penetapan kebijakan produksi, 

pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; 

i. penetapan kebijakan kerja sama, 

kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat; 

j. perumusan dan penetapan penerimaan 

negara bukan pajak dari hasil usaha 

pertambangan mineral dan batubara; 

k. penginventarisasian, penyelidikan, dan 

penelitian serta eksplorasi dalam rangka 

memperoleh data dan informasi mineral dan 

batubara sebagai bahan penyusunan wilayah 

pertambangan; 

l. pengelolaan informasi geologi, informasi 

potensi sumber daya mineral dan batubara, serta 

informasi pertambangan pada wilayah hukum 

pertambangan Indonesia; 

m. pembinaan dan pengawasan terhadap 

reklamasi dan pascatambang; 

n. penyusunan neraca sumber daya mineral 

dan batubara wilayah hukum pertambangan 

Indonesia; 

o. pengembangan dan peningkatan nilai 

tambah kegiatan usaha pertambangan; dan 

p. peningkatan kemampuan aparatur 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan. 

dan berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan Usaha Pertambangan yang 

berada pada lintas wilayah Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya; 

g. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan Usaha Pertambangan yang 

lokasi penambangannya berada pada 

lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya; 

h. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan Usaha Pertambangan 

operasi produksi yang berdampak 

lingkungan langsung lintas Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya; 

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan 

IUPK Operasi Produksi; 

j. memberikan izin pengolahan 

Mineral tanah jarang dan Mineral yang 

mengandung unsur radioaktif; 

k. pengevaluasian IUP Operasi 

Produksi, yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah, yang telah 

menimbulkan kerusakan lingkungan 

serta yang tidak menerapkan kaidah 

pertambangan yang baik; 

l. penetapan kebijakan produksi, 

pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; 

m. penetapan kebijakan kerja sama, 

kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat; 
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n. pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara yang 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 

o. pembinaan dan pengawasan 

penyusunan peraturan daerah di bidang 

pertambangan; 

p. penginventarisasian, penyelidikan, 

dan penelitian serta eksplorasi dalam 

rangka memperoleh data dan informasi 

mineral dan batubara sebagai bahan 

penyusunan WUP dan WPN; 

q. pengelolaan informasi geologi, 

informasi potensi sumber daya mineral dan 

batubara, serta informasi pertambangan 

pada tingkat nasional; 

r. pembinaan dan pengawasan 

terhadap reklamasi lahan pascatambang; 

s. penyusunan neraca sumber daya 

mineral dan batubara tingkat nasional; 

t. pengembangan dan peningkatan 

nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; 

dan 

u. peningkatan kemampuan aparatur 

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan. 

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

n. perumusan dan penetapan 

penerimaan negara bukan pajak dari hasil 

Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

o. pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pengelolaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya; 

p. pembinaan dan pengawasan 

penyusunan peraturan daerah di bidang 

pertambangan; 

q. penginventarisasian, 

penyelidikan, dan penelitian serta 

Eksplorasi dalam rangka memperoleh 

data dan informasi Mineral dan 

Batubara sebagai bahan penyusunan 

WUP dan WPN; 

r. pengelolaan informasi geologi, 

informasi potensi sumber daya Mineral dan 

Batubara, serta informasi Pertambangan 

pada tingkat nasional; 

s. pembinaan dan pengawasan 

terhadap Reklamasi lahan dan 

Pascatambang; 

t. penyusunan neraca sumber daya 

Mineral dan Batubara tingkat nasional; 

u. pengembangan dan peningkatan 

nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan; 

dan 

v. peningkatan kemampuan aparatur 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya dalam 

penyelenggaraan pengelolaan Usaha 

Pertambangan. 
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(2) Kewenangan Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 

4 Pasal 7 

(1) Kewenangan pemerintah provinsi 

dalam pengelolaan pertambangan mineral 

dan batubara, antara lain, adalah: 

a. pembuatan peraturan perundang-

undangan daerah; 

b. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan pada 

lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau 

wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 

12 (dua belas) mil; 

c. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi 

produksi yang kegiatannya berada pada 

lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau 

wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 

12 (dua belas) mil; 

d. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan yang 

berdampak lingkungan langsung lintas 

kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 

(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) 

mil; 

e. penginventarisasian, penyelidikan 

dan penelitian serta eksplorasi dalam 

rangka memperoleh data dan informasi 

Ketentuan Pasal 7 dihapus. Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya dalam pengelolaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara, 

berwenang: 

a. pembuatan peraturan perundang-

undangan daerah; 

b. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan Usaha Pertambangan; 

c. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan Usaha Pertambangan 

operasi produksi;  

d. pemberian IUP, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat dan 

pengawasan Usaha Pertambangan yang 

berdampak lingkungan langsung; 

e. penginventarisasian, 

penyelidikan dan penelitian serta 

Eksplorasi dalam rangka memperoleh 

data dan informasi Mineral dan 

Batubara sesuai dengan 

kewenangannya; 

f. pengelolaan informasi geologi, 

informasi potensi sumber daya Mineral 

dan Batubara, serta informasi 

Pertambangan pada daerah/wilayah 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (4) 

 

 

 

 

 

TIDAK SESUAI DENGAN UUD NRI TAHUN 

1945 

Pada ayat (2) Pasal 18A mengatur bahwa 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 

secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.  

 

http://www.pushep.or.id/


   

www.pushep.or.id            Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 13  
 

mineral dan batubara sesuai dengan 

kewenangannya; 

f. pengelolaan informasi geologi, 

informasi potensi sumber daya mineral dan 

batubara, serta informasi pertambangan 

pada daerah/wilayah provinsi; 

g. penyusunan neraca sumber daya 

mineral dan batubara pada daerah/wilayah 

provinsi; 

h. pengembangan dan peningkatan 

nilai tambah kegiatan usaha pertambangan 

di provinsi; 

i. pengembangan dan peningkatan 

peran serta masyarakat dalam usaha 

pertambangan dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan; 

j. pengoordinasian perizinan dan 

pengawasan penggunaan bahan peledak di 

wilayah tambang sesuai dengan 

kewenangannya; 

k. penyampaian informasi hasil 

inventarisasi, penyelidikan umum, dan 

penelitian serta eksplorasi kepada Menteri 

dan bupati/walikota; 

l. penyampaian informasi hasil 

produksi, penjualan dalam negeri, serta 

ekspor kepada Menteri dan 

bupati/walikota; 

m. pembinaan dan pengawasan 

terhadap reklamasi lahan pascatambang; 

dan 

n. peningkatan kemampuan aparatur 

pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

pengelolaan usaha pertambangan. 

Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya; 

g. penyusunan neraca sumber daya 

Mineral dan Batubara pada 

daerah/wilayah; 

h. pengembangan dan peningkatan 

nilai tambah kegiatan Usaha 

Pertambangan; 

i. pengembangan dan peningkatan 

peran serta masyarakat dalam Usaha 

Pertambangan dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan; 

j. pengoordinasian perizinan dan 

pengawasan penggunaan bahan peledak 

di wilayah tambang sesuai dengan 

kewenangannya; 

k. penyampaian informasi hasil 

inventarisasi, Penyelidikan Umum, dan 

penelitian serta Eksplorasi kepada 

Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya; 

l. penyampaian informasi hasil 

produksi, penjualan dalam negeri, serta 

ekspor kepada Menteri; 

m. pembinaan dan pengawasan 

terhadap Reklamasi lahan 

Pascatambang; dan 

n. peningkatan kemampuan 

aparatur Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan pengelolaan Usaha 

Pertambangan. 

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(2) Kewenangan pemerintah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten 

5 Pasal 8 

(1) Kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota dalam pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara, 

antara lain, adalah: 

a. pembuatan peraturan perundang-

undangan daerah; 

b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, 

penyelesaian konflik masyarakat, dan 

pengawasan usaha pertambangan di 

wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah 

laut sampai dengan 4 (empat) mil; 

c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, 

penyelesaian konflik   masyarakat dan 

pengawasan usaha pertambangan operasi 

produksi yang kegiatannya berada di 

wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah 

laut sampai dengan 4 (empat) mil; 

d. penginventarisasian, penyelidikan 

dan penelitian, serta eksplorasi dalam 

rangka memperoleh data dan informasi 

mineral dan batubara; 

e. pengelolaan informasi geologi, 

informasi potensi mineral dan batubara, 

serta informasi pertambangan pada 

wilayah kabupaten/kota; 

Ketentuan Pasal 8 dihapus Pasal 8 Hapus Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba sama (1) 
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f. penyusunan neraca sumber daya 

mineral dan batubara pada wilayah 

kabupaten/kota; 

g. pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat setempat dalam usaha 

pertambangan dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan; 

h. pengembangan dan peningkatan 

nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha 

pertambangan secara optimal; 

i. penyampaian informasi hasil 

inventarisasi, penyelidikan umum, dan 

penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi 

kepada Menteri dan gubernur; 

j. penyampaian informasi hasil 

produksi, penjualan dalam negeri, serta 

ekspor kepada Menteri dan gubernur; 

k. pembinaan dan pengawasan 

terhadap reklamasi lahan pascatambang; 

dan 

l. peningkatan kemampuan aparatur 

pemerintah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan. 

(2) Kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN 

6 Pasal 35 

Usaha pertambangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan 

dalam bentuk: 

Pasal 35 

(1) Usaha pertambangan dilaksanakan 

berdasarkan Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud 

Pasal 35 

(1) Usaha pertambangan dalam 

bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara diubah menjadi izin. 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (2) 
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a. IUP; 

b. IPR; dan 

c. IUPK. 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. kegiatan usaha Pertambangan; 

b. kegiatan usaha Pertambangan Rakyat; dan 

c. kegiatan usaha Pertambangan Khusus. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha terkait Usaha 

Pertambangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah 

 

(2) Setiap orang yang melakukan Usaha 

Pertambangan wajib memiliki izin. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk: 

a. IUP; 

b. IUPK; atau 

c. IPR. 

7 Pasal 36 

(1) IUP terdiri atas dua tahap: 

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, dan 

studi kelayakan; 

b. IUP Operasi Produksi meliputi 

kegiatan konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, serta 

pengangkutan dan penjualan. 

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan 

pemegang IUP Operasi Produksi dapat 

melakukan sebagian atau seluruh 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

Pasal 36 

(1) Kegiatan usaha Pertambangan dan kegiatan 

pertambangan khusus terdiri atas dua tahap 

kegiatan: 

a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 

kelayakan; 

b. Operasi Produksi yang meliputi 

kegiatan konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan/ataupemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta 

reklamasi dan pasca tambang. 

(2) Pelaku usaha yang memenuhi Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat melakukan sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha pertambangan mineral dan 

batubara. 

(3) Pelayanan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib menggunakan sistem perizinan 

terintegrasi secara elektronik yang 

dikelola oleh Pemerintah. 

Pasal 36 

Tidak diubah. (sama dengan UU 

Minerba) Penjelasan yang diubah 

Tidak sama 

8 Pasal 37 

IUP diberikan oleh: 

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di 

dalam satu wilayah kabupaten/kota; 

Ketentuan Pasal 37 dihapus. 

 

Pasal 37 

IUP diberikan oleh: 

a. dihapus. 

b. Kepala daerah sesuai dengan 

kewenangannya apabila WIUP berada 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (5) 
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b. gubernur apabila WIUP berada pada 

lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 

(satu) provinsi setelah mendapatkan 

rekomendasi dari bupati/walikota 

setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan; dan 

c. Menteri apabila WIUP berada pada 

lintas wilayah provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari 

gubernur dan bupati/walikota setempat 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

di dalam satu wilayah kabupaten/kota 

atau lintas wilayah kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) provinsi, setelah 

mendapatkn rekomendasi dari kepala 

daerah di bawahnya setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. Menteri apabila WIUP berada pada 

lintas wilayah provinsi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari 

gubernur dan bupati/walikota 

setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9 Pasal 39 

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a 

wajib memuat ketentuan sekurang- 

kurangnya: 

a. nama perusahaan; 

b. lokasi dan luas wilayah; 

c. rencana umum tata ruang; 

d. jaminan kesungguhan; 

e. modal investasi; 

f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 

g. hak dan kewajiban pemegang IUP; 

h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; 

i. jenis usaha yang diberikan; 

j. rencana pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat di sekitar 

wilayah pertambangan; 

k. perpajakan; 

Ketentuan Pasal 39 dihapus. Pasal 39 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (3) 
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l. penyelesaian perselisihan; 

m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 

n. amdal. 

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b 

wajib memuat ketentuan sekurang-

kurangnya: 

a. nama perusahaan; 

b. luas wilayah; 

c. lokasi penambangan; 

d. lokasi pengolahan dan pemurnian; 

e. pengangkutan dan penjualan; 

f. modal investasi; 

g. jangka waktu berlakunya IUP; 

h. jangka waktu tahap kegiatan; 

i. penyelesaian masalah pertanahan; 

j. lingkungan hidup termasuk

 reklamasi dan pascatambang; 

k. dana jaminan reklamasi dan 

pascatambang; 

l. perpanjangan IUP; 

m. hak dan kewajiban pemegang IUP; 

n. rencana pengembangan dan

 pemberdayaan masyarakat di sekitar 

wilayah pertambangan; 

o. perpajakan; 

p. penerimaan negara bukan pajak yang 

terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; 
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q. penyelesaian perselisihan; 

r. keselamatan dan kesehatan kerja; 

s. konservasi mineral atau batubara; 

t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi 

dalam negeri; 

u. penerapan kaidah keekonomian dan 

keteknikan pertambangan yang baik; 

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 

w. pengelolaan data mineral atau batubara; 

dan 

x. penguasaan, pengembangan, dan 

penerapan teknologi pertambangan 

mineral atau batubara. 

10 Pasal 43 

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan 

kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP 

Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau 

batubara yang tergali wajib melaporkan 

kepada pemberi IUP. 

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin 

menjual mineral atau batubara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengajukan izin sementara untuk 

melakukan pengangkutan dan penjualan. 

Ketentuan Pasal 43 dihapus. Pasal 43 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba sama (4) 

11 Pasal 44 

Izin sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 

Ketentuan Pasal 44  dihapus. Pasal 44 

Izin sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh 

Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya. 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (6) 

12 Pasal 45 Ketentuan Pasal 45  dihapus. Pasal 45 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (5) 
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Mineral atau batubara yang tergali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

dikenai iuran produksi. 

JANGKA WAKTU IZIN USAHA 

13 Pasal 47 

(1) IUP Operasi Produksi untuk 

pertambangan mineral logam dapat 

diberikan dalam jangka waktu paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 

10 (sepuluh) tahun. 

(2) IUP Operasi Produksi untuk 

pertambangan mineral bukan logam dapat 

diberikan dalam jangka waktu paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 

2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. 

(3) IUP Operasi Produksi untuk 

pertambangan mineral bukan logam jenis 

tertentu dapat diberikan dalam jangka 

waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 

masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 

(4) IUP Operasi Produksi untuk 

pertambangan batuan dapat diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 

tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 

masing-masing 5 (lima) tahun. 

(5) IUP Operasi Produksi untuk 

Pertambangan batubara dapat diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 

(dua) kali masing- masing 10 (sepuluh) 

tahun. 

Pasal 47 

(1) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan 
terdiri atas: 

a. mineral logam; 

b. mineral bukan logam; 

c. mineral bukan logam jenis tertentu; 

d. batuan; dan 

e. batubara. 

(2) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan 
mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dapat diberikan dalam jangka waktu 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 
(sepuluh) tahun. 

 

(3) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan 
mineral bukan logam sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat 

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) 
tahun. 

 

(4) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan 

mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana 

dimaksud ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-

masing 10 (sepuluh) tahun. 

 

Pasal 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) IUP Operasi Produksi untuk 

Pertambangan Mineral logam dapat 

diberikan dalam jangka waktu paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 

10 (sepuluh) tahun.  

 

(2) IUP Operasi Produksi untuk 

Pertambangan Mineral bukan logam dapat 

diberikan dalam jangka waktu paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 

2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.  

 

 

 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (7) 
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(5) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan 

batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d 
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) 
kali masing- masing 5 (lima) tahun. 

(6) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan 
batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e 

dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 
(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 

(7) Kegiatan Operasi Produksi yang 

melakukan kegiatan penambangan yang 
terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan 

pemurnian mineral sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini dapat diberikan 

jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun 
dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) 
tahun sampai dengan seumur tambang. 

(8) Kegiatan Operasi Produksi yang 
melakukan kegiatan pengembangan dan 

pemanfaatan batubara yang terintegrasi 
sebagaimana diatur pada Undang-Undang ini 

dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga 

puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 
10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur 
tambang. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kegiatan penambangan yang terintegrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 
ayat (8) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) IUP Operasi Produksi untuk 

Pertambangan Mineral bukan logam jenis 

tertentu dapat diberikan dalam jangka 

waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 

masing-masing 10 (sepuluh) tahun.  

 

 

(4) IUP Operasi Produksi untuk 

Pertambangan batuan dapat diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 5 (Iima) 

tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 

masing-masing 5 (lima) tahun.  

 

(5) IUP Operasi Produksi untuk 

Pertambangan Batubara dapat diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 20 (dua 

puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 

(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) 

tahun. 

 

(6) IUP Operasi Produksi yang 

terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan 

dan Pemurnian atau pembangkit listrik 

tenaga uap dapat diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 20 (dua 

puluh) tahun, dan mendapat 

perpanjangan secara langsung paling 

lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat 

diperpanjang selama 10 (sepuluh) 

tahun. 

 

PEMBAGIAN KEWENANGAN IZIN DI WILAYAH DAERAH 
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14 Pasal 48 

IUP Operasi Produksi diberikan oleh: 

a. bupati/walikota apabila lokasi 

penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di 

dalam satu wilayah kabupaten/kota; 

b. gubernur apabila lokasi 

penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di 

dalam wilayah kabupaten/kota yang 

berbeda setelah mendapatkan rekomendasi 

dari bupati/walikota setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan 

c. Menteri apabila lokasi 

penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di 

dalam wilayah provinsi yang berbeda 

setelah mendapatkan rekomendasi dari 

gubernur dan bupati/walikota setempat 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

Ketentuan Pasal 48  dihapus. Pasal 48 

IUP Operasi Produksi diberikan oleh: 

a. Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya apabila lokasi 

Penambangan, lokasi Pengolahan dan 

Pemurnian, serta pelabuhan berada di 

dalam satu wilayah kabupaten/kota 

atau dalam wilayah kabupaten/kota 

yang berbeda, setelah mendapatkan 

rekomendasi dari bupati/walikota 

setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. Menteri apabila lokasi 

Penambangan, lokasi Pengolahan dan 

Pemurnian, serta pelabuhan berada di 

dalam wilayah provinsi yang berbeda 

setelah mendapatkan rekomendasi dari 

Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya setempat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (8) 

 

APABILA DI HAPUS MAKA TIDAK SESUAI 

DENGAN UUD NRI TAHUN 1945 

Pada ayat (2) Pasal 18A mengatur bahwa 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 

secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.  

 

15 Pasal 67 

(1) Bupati/walikota memberikan IPR 

terutama kepada penduduk setempat, baik 

perseorangan maupun kelompok 

masyarakat dan/atau koperasi. 

(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan 

kewenangan pelaksanaan pemberian IPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada camat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Untuk memperoleh IPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Ketentuan Pasal 67  dihapus. Pasal 67 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya memberikan IPR 

terutama kepada penduduk setempat, 

baik kelompok masyarakat atau 

koperasi. 

(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya dapat melimpahkan 

kewenangan pelaksanaan pemberian 

IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada kepala daerah di bawahnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (9) 

 

 

APABILA DI HAPUS MAKA TIDAK SESUAI 

DENGAN UUD NRI TAHUN 1945 

Pada ayat (2) Pasal 18A mengatur bahwa 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 
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pemohon wajib menyampaikan surat 

permohonan kepada bupati/walikota. 

(3) Pemberian IPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

untuk kelompok masyarakat atau 

koperasi diberikan dengan syarat: 

a. menggunakan peralatan teknis 

Pertambangan yang sederhana; dan 

b. memiliki kedalaman tertentu 

yang disesuaikan dengan jenis 

komoditas Pertambangan. 

(4)  Untuk memperoleh IPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemohon wajib menyampaikan surat 

permohonan kepada Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya 

secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.  

 

 

16 Pasal 72 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberian IPR diatur dengan peraturan 

daerah kabupaten/kota. 

Ketentuan Pasal 72  dihapus. Pasal 72 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara dan syarat pemberian IPR diatur 

masing-masing dengan peraturan 

daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (10) 

 

APABILA DI HAPUS MAKA TIDAK SESUAI 

DENGAN UUD NRI TAHUN 1945 

Pada ayat (2) Pasal 18A mengatur bahwa 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 

secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.  

 

17 Pasal 73 

(1) Pemerintah kabupaten/kota 

melaksanakan pembinaan di bidang 

pengusahaan, teknologi pertambangan, 

serta permodalan dan pemasaran dalam 

Ketentuan Pasal 73  dihapus. Pasal 73 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya melaksanakan 

pembinaan di bidang pengusahaan, 

teknologi Pertambangan, serta 

permodalan dan pemasaran dalam 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (11) 
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usaha meningkatkan kemampuan usaha 

pertambangan rakyat. 

(2) Pemerintah kabupaten/kota 

bertanggung jawab terhadap pengamanan 

teknis pada usaha pertambangan rakyat 

yang meliputi: 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. pengelolaan lingkungan hidup; dan 

c. pascatambang. 

(3) Untuk melaksanakan pengamanan 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), pemerintah kabupaten/kota wajib 

mengangkat pejabat fungsional inspektur 

tambang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib 

mencatat hasil produksi dari seluruh 

kegiatan usaha pertambangan rakyat yang 

berada dalam wilayahnya dan 

melaporkannya secara berkala kepada 

Menteri dan gubernur setempat. 

usaha meningkatkan kemampuan Usaha 

Pertambangan rakyat. 

(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya bertanggung jawab 

terhadap pengamanan teknis pada 

Usaha Pertambangan rakyat yang 

meliputi: 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. pengelolaan lingkungan hidup; 

dan 

c. Pascatambang. 

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya wajib mencatat hasil 

produksi dari seluruh kegiatan Usaha 

Pertambangan rakyat yang berada 

dalam wilayahnya dan melaporkannya 

secara berkala paling sedikit 6 bulan 

sekali kepada Menteri dan ditembuskan 

kepada pemerintah kabupaten/kota. 

APABILA DI HAPUS MAKA TIDAK SESUAI 

DENGAN UUD NRI TAHUN 1945 

Pada ayat (2) Pasal 18A mengatur bahwa 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 

secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.  

 

18 Pasal 74 

(1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan 

memperhatikan kepentingan daerah. 

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis 

mineral logam atau batubara dalam 1 

(satu) WIUPK. 

(3) Pemegang IUPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang menemukan 

mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola 

diberikan prioritas untuk 

mengusahakannya. 

Ketentuan Pasal 74  dihapus. Pasal 74 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (6) 

 

apabila di hapus maka tidak sesuai dengan 

uud nri tahun 1945 

 

Pada ayat (2) Pasal 18A mengatur bahwa 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 
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(4) Pemegang IUPK yang bermaksud 

mengusahakan mineral lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan 

permohonan IUPK baru kepada Menteri. 

(5) Pemegang IUPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan 

tidak berminat untuk mengusahakan 

mineral lain yang ditemukan tersebut. 

(6) Pemegang IUPK yang tidak berminat 

untuk mengusahakan mineral lain yang 

ditemukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), wajib menjaga mineral lain 

tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak 

lain. 

(7) IUPK untuk mineral lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain 

oleh Menteri. 

 

secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.  

 

BENTUK IZIN PERTAMBANGAN KHUSUS 

19 Pasal 76 

(1) IUPK terdiri atas dua tahap: 

a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 

kelayakan; 

b. IUPK Operasi Produksi meliputi 

kegiatan konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, serta 

pengangkutan dan penjualan. 

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan 

pemegang IUPK Operasi Produksi dapat 

melakukan sebagian atau seluruh kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Ketentuan Pasal 76  dihapus. Pasal 76 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (7) 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara memperoleh IUPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

20 Pasal 78 

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76 ayat 

(1) huruf a sekurang-kurangnya wajib 

memuat: 

a. nama perusahaan; 

b. luas dan lokasi wilayah; 

c. rencana umum tata ruang; 

d. jaminan kesungguhan; 

e. modal investasi; 

f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 

g. hak dan kewajiban pemegang IUPK; 

h. jangka waktu tahap kegiatan; 

i. jenis usaha yang diberikan; 

j. rencana pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat di sekitar 

wilayah pertambangan; 

k. perpajakan; 

l. penyelesaian perselisihan masalah 

pertanahan; 

m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; 

dan 

n. amdal. 

Ketentuan Pasal 78  dihapus. Pasal 78 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba sama (8) 

21 Pasal 79 Ketentuan Pasal 79  dihapus. Pasal 79 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (9) 
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IUPK Operasi Produksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b 

sekurang-kurangnya wajib memuat: 

a. nama perusahaan; 

b. luas wilayah; 

c. lokasi penambangan; 

d. lokasi pengolahan dan pemurnian; 

e. pengangkutan dan penjualan; 

f. modal investasi; 

g. jangka waktu tahap kegiatan; 

h. penyelesaian masalah pertanahan; 

i. lingkungan hidup, termasuk

 reklamasi dan pascatambang; 

j. dana jaminan reklamasi dan jaminan 

pascatambang; 

k. jangka waktu berlakunya IUPK; 

l. perpanjangan IUPK; 

m. hak dan kewajiban; 

n. pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat di sekitar wilayah 

pertambangan; 

o. perpajakan; 

p. iuran tetap dan iuran produksi serta 

bagian pendapatan negara/daerah, yang 

terdiri atas bagi hasil dari keuntungan 

bersih sejak berproduksi; 

q. penyelesaian perselisihan; 

r. keselamatan dan kesehatan kerja; 

s. konservasi mineral atau batubara; 

http://www.pushep.or.id/


   

www.pushep.or.id            Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 28  
 

t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi 

serta kemampuan rekayasa dan rancang 

bangun dalam negeri; 

u. penerapan kaidah keekonomian

 dan keteknikan pertambangan 

yang baik; 

v. pengembangan tenaga kerja 

Indonesia; 

w. pengelolaan data mineral atau 

batubara; 

x. penguasaan, pengembangan

 dan penerapan teknologi 

pertambangan mineral atau batubara; dan 

y. divestasi saham. 

22 Pasal 81 

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan 

kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK 

Eksplorasi yang mendapatkan mineral 

logam atau batubara yang tergali wajib 

melaporkan kepada Menteri. 

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang 

ingin menjual mineral logam atau batubara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengajukan izin sementara untuk 

melakukan pengangkutan dan penjualan. 

(3) Izin sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 

Menteri. 

Ketentuan Pasal 81  dihapus. Pasal 81 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba  tidak sama (10) 

23 Pasal 82 

Mineral atau batubara yang tergali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 

dikenai iuran produksi 

Ketentuan Pasal 82  dihapus. Pasal 82 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (11) 
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LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU WIUPK 

24 Pasal 83 

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu 

sesuai dengan kelompok usaha 

pertambangan yang berlaku bagi pemegang 

IUPK meliputi: 

 

a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap 

kegiatan eksplorasi pertambangan mineral 

logam diberikan dengan luas paling banyak 

100.000 (seratus ribu) hektare. 

 

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap 

kegiatan operasi produksi 

pertambangan mineral logam diberikan 

dengan luas paling banyak 25.000 (dua 

puluh lima ribu) hektare. 

c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap 

kegiatan eksplorasi pertambangan 

batubara diberikan dengan luas paling 

banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. 

 

d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap 

kegiatan operasi produksi 

pertambangan batubara diberikan 

dengan luas paling banyak 15.000 (lima 

belas ribu) hektare. 

e. jangka waktu IUPK Eksplorasi 

pertambangan mineral logam dapat 

diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. 

f. jangka waktu IUPK Eksplorasi 

pertambangan batubara dapat diberikan 

paling lama 7 (tujuh) tahun. 

Pasal 83 

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu 
sesuai dengan kelompok usaha pertambangan 

yang berlaku bagi pelaku usaha pertambangan 
khusus meliputi: 

 

a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan 
eksplorasi pertambangan mineral logam 

diberikan dengan luas paling banyak 100.000 
(seratus ribu) hektare; 

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan 
eksplorasi pertambangan batubara diberikan 

dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh 
ribu) hektare; 

 

c. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap 
kegiatan Operasi Produksi pertambangan 

mineral logam dan batubara diberikan 
berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat 

terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang 
diusulkan oleh pelaku usaha pertambangan 
khusus; 

d. jangka waktu kegiatan usaha 
pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi 

pertambangan mineral logam dapat diberikan 
paling lama 8 (delapan) tahun; 

e. jangka waktu kegiatan usaha 
pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi 

pertambangan batubara dapat diberikan paling 
lama 7 (tujuh) tahun; 

f. jangka waktu kegiatan usaha 

pertambangan khusus untuk kegiatan Operasi 

Produksi mineral logam atau batubara dapat 
diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 
10 (sepuluh) tahun; 

g. Jangka waktu kegiatan usaha 

Pasal 83 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (12) 
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g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi 

mineral logam atau batubara dapat 

diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 

masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 

pertambangan khusus mineral logam untuk 

tahap kegiatan operasi produksi yang 
melaksanakan pengolahan dan pemurnian 

mineral logam yang terintegrasi sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini dapat 
diberikan jangka waktu selama 30 (tiga 

puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 
10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur 
tambang; dan 

h. Jangka waktu kegiatan usaha 
pertambangan khusus batubara untuk tahap 

kegiatan operasi produksi yang 
melaksanakan pengembangan dan 

pemanfatan batubara yang terintegrasi 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 

(tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 
setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 
seumur tambang. 

PENINGKATAN NILAI TAMBAH DALAM NEGERI 

25 Pasal 102 

Pemegang IUP dan IUPK wajib 

meningkatkan nilai tambah sumber daya 

mineral dan/atau batubara dalam 

pelaksanaan penambangan, pengolahan 

dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral 

dan batubara. 

Pasal 102 

(1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara wajib 
meningkatkan nilai tambah sumber daya 
Mineral dan/atau Batubara melalui: 
a. pengolahan dan Pemurnian Mineral 
logam; 
b. pengolahan Mineral bukan logam; 
c. pengolahan batuan; dan/atau 
d. pengembangan dan pemanfatan batubara. 

(2) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan 

pemanfaatan dan pengembangan batubara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dapat dikecualikan dari kewajiban 

pemenuhan kebutuhan batubara di dalam 
negeri. 

Pasal 102 

Pemegang IUP dan IUPK wajib 

meningkatkan nilai tambah sumber daya 

Mineral dan/atau Batubara dalam 

pelaksanaan Penambangan, Pengolahan 

dan Pemurnian, serta pemanfaatan Mineral 

dan Batubara melalui:  

a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral 

logam; 

b. Pengolahan dan Pemurnian Mineral 

bukan logam; 

c. pengolahan batuan; 

d. pengolahan Batubara; dan/atau 

e.  pemanfaatan Batubara. 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (13) 

26 Pasal 104 

(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, 

pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 

Pasal 104 

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan 

nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau 
Batubara dalam pelaksanaan Penambangan, 

Pasal 104 

(1) Untuk Pengolahan dan Pemurnian, 

pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (14) 
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Operasi Produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja 

sama dengan badan usaha, koperasi, atau 

perseorangan yang telah mendapatkan IUP 

atau IUPK. 

(2) IUP yang didapat badan usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk 

pengolahan dan pemurnian yang 

dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, 

bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Pemegang IUP dan IUPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang melakukan pengolahan dan 

pemurnian dari hasil penambangan yang 

tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK. 

Pengolahan dan Pemurnian, serta 
pemanfaatan Mineral dan Batubara melalui:  

a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral 
logam; 

b. Pengolahan dan Pemurnian Mineral 
bukan logam; 

c. pengolahan batuan; 

d. pengolahan Batubara; dan/atau  

e. pemanfaatan Batubara. 

 

 

Operasi Produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja 

sama dengan Badan Usaha atau koperasi 

yang telah mendapatkan IUP atau IUPK. 

(2) IUP yang didapat badan usaha atau 

koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikeluarkan oleh Menteri atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Pemegang IUP dan IUPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang melakukan Pengolahan dan 

Pemurnian dari hasil Penambangan yang 

tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK. 

Sama dengan pengaturan Pasal 102 ayat 1 

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara wajib 
meningkatkan nilai tambah sumber daya 
Mineral dan/atau Batubara melalui: 

a. pengolahan dan Pemurnian Mineral 
logam; 
b. pengolahan Mineral bukan logam; 
c. pengolahan batuan; dan/atau 
d. pengembangan dan pemanfatan 
batubara. 

 

PENERIMAAN NEGARA DAN ROYALTI  

27 - Pasal 128 A (Baru) 

(1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan 

nilai tambah mineral dan batubara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, 

dapat diberikan perlakuan tertentu 
terhadap kewajiban penerimaan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. 
(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap 

kewajiban penerimaan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk kegiatan peningkatan nilai tambah 

batubara dapat berupa pengenaan royalti 
sebesar 0%. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Tidak Diatur Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (15) 

KETERKAITAN IZIN DENGAN KEGIATAN DILUAR TAMBANG 
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28 Pasal 134 

(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK 

tidak meliputi hak atas tanah permukaan 

bumi.  

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak 

dapat dilaksanakan pada tempat yang 

dilarang untuk melakukan kegiatan usaha 

pertambangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Kegiatan usaha pertambangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilaksanakan setelah mendapat izin dari 

instansi Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 134 

(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak 
meliputi hak atas tanah permukaan bumi. 

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat 
dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk 

melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat 
dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk 

melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Dalam hal terjadi tumpang tindih 

antara kegiatan usaha pertambangan dengan 
kawasan hutan, rencana tata ruang, Perizinan 

Berusaha/persetujuan, dan/atau hak atas 
tanah, penyelesaian tumpang tindih 
dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 134 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (16) 

 

 

 

Penyelesaian tumpang tindih dimaksud 

diatur dengan peraturan presiden. 

apakah yang dimaksud tatacara 

penyelesaian atau kebijakan? apabila tata 

cara harus disebut dengan jelas dengan 

norma, apabial kebijakan penyelesaian 

perizinan maka seharusnya melalui 

keputusan (beshicking) presiden. 

29  Pasal 138 A (Baru) 

(1) Pemerintah Pusat melakukan 
penyelesaian permasalahan hak atas 

tanah untuk kegiatan usaha 

pertambangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan 

Pasal 137. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyelesaian hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Tidak Diatur Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (17) 

 

 

PERLU DIATUR 

PPNS DAN HUKUM ACARA 

30 Pasal 149 

(1) Selain penyidik pejabat polisi 

Negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang 

pertambangan diberi wewenang khusus 

Pasal 149 

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu 

di lingkungan instansi pemerintah yang 
lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang 

pos diberi wewenang khusus sebagai Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pasal 149 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (18) 
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sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas 

kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana dalam 

kegiatan usaha pertambangan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap 

orang atau badan yang diduga melakukan 

tindak pidana dalam kegiatan usaha 

pertambangan; 

c. memanggil dan/atau mendatangkan 

secara paksa orang untuk didengar dan 

diperiksa sebagai saksi atau tersangka 

dalam perkara tindak pidana kegiatan 

usaha pertambangan; 

d. menggeledah tempat dan/atau 

sarana yang diduga digunakan untuk 

melakukan tindak pidana dalam kegiatan 

usaha pertambangan; 

e. melakukan pemeriksaan sarana dan 

prasarana kegiatan usaha pertambangan 

dan menghentikan penggunaan peralatan 

yang diduga digunakan untuk melakukan 

tindak pidana; 

f. menyegel dan/atau menyita alat 

kegiatan usaha pertambangan yang 

digunakan untuk melakukan tindak pidana 

sebagai alat bukti; 

g. mendatangkan dan/atau meminta 

bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara 

Pidana untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana. 

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 
kewenangan untuk: 

a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 

keterangan sehubungan dengan tindak 
pidana; 

b. menerima laporan atau keterangan 
tentang adanya tindak pidana; 

c. memanggil orang untuk didengar dan 

diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka 
tindak pidana; 

d. melakukan penangkapan dan 
penahanan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana; 

e. meminta keterangan dan bukti dari 
orang yang diduga melakukan tindak pidana; 

f. memotret dan/atau merekam melalui 
media elektronik terhadap orang, barang, 

pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan 
bukti adanya tindak pidana; 

g. memeriksa dokumen yang terkait 
dengan tindak pidana; 

h. mengambil sidik jari dan identitas 
orang; 

i. menggeledah tempat-tempat tertentu 
yang dicurigai adanya tindak pidana; 

j. menyita benda yangdiduga kuat 

merupakan barang yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana; 

k. mengisolasi dan mengamankan barang 
dan/atau dokumen yang dapat dijadikan 

sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak 
pidana; 

l. mendatangkan saksi ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya dengan 
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tindak pidana dalam kegiatan usaha 

pertambangan; dan/atau 

h. menghentikan penyidikan perkara 

tindak pidana dalam kegiatan usaha 

pertambangan. 

pemeriksaan perkara tindak pidana; 

m. menghentikan proses penyidikan; 

n. meminta bantuan polisi Negara 
Republik Indonesia atau instansi lain untuk 
melakukan penanganan tindak pidana; dan 

o. melakukan tindakan lain menurut 
hukum yang berlaku. 

(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik 
Indonesia. 

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), memberitahukan dimulainya penyidikan, 

melaporkan hasil penyidikan, dan 
memberitahukan penghentian penyidikan 

kepada Penuntut Umum dengan tembusan 
kepada pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia. 

(5) Dalam melaksanakan penyidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat 

meminta bantuan kepada aparat penegak 
hukum. 

SANKSI ADMINISTRATIF 

31 Pasal 151 

(1) Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya berhak memberikan 

sanksi administratif kepada pemegang IUP, 

IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, 

Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat 

(4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), 

Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 

Pasal 151 

(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan 
kewenangannya memberikan sanksi 

administratif kepada pemegang Perizinan 
Berusaha atas pelanggaran ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), 
Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 70, Pasal 71 ayat 

(1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, 
Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 

103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 
107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat 

(1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 

Pasal 151 

(1) Menteri atau Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya berhak 

memberikan sanksi administratif kepada 

pemegang IUP, IPR atau IUPK atas 

pelanggaran ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 

ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52 ayat 

(5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), 

Pasal 61 ayat (5), Pasal 70, Pasal 71 ayat 

(1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (19) 
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97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, 

Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 

ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 

110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), 

Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 

125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 

ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 

ayat (2). 

(2) Sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara

 sebagian atau seluruh 

kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; 

dan/atau 

c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. 

115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat 

(1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau 
Pasal 130 ayat (2). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, 
besaran denda, tata cara, dan mekanisme 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat 

(1), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 Pasal 98, 

Pasal 99 (2) dan ayat (3), Pasal 100, Pasal 

102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103A ayat (1), 

Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat 

(3), dan (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 

ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 

112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 

ayat (2), Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 

125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 

ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 

ayat (2). 

(2) Sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda; 

c. ganti rugi; 

d. sanksi membayar sejumlah uang; 

e. penghentian sementara sebagian 

atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau 

Operasi Produksi; dan/atau 

f. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. 

PENGHENTIAN SEMENTARA 

32 Pasal 152 

Dalam hal pemerintah daerah tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf j, Menteri dapat menghentikan 

sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Ketentuan Pasal 152 dihapus Pasal 152 tetap sama dengan UU, (tidak 

diubah/hapus) 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (12) 
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PIDANA 

33 Pasal 162 

Setiap orang yang merintangi atau 

mengganggu kegiatan usaha pertambangan 

dari pemegang IUP atau IUPK yang telah 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

Ketentuan Pasal 162 dihapus Pasal 162 

Setiap orang yang merintangi atau 

mengganggu kegiatan Usaha 

Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, 

dan IPR yang telah memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

115A dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak                 Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (20) 

 

apakah akan dikenakan pasal kuhp 

(pidana umum?) 

34 Pasal 165 

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, 

atau IUPK yang bertentangan dengan 

Undang-Undang ini dan menyalahgunakan 

kewenangannya diberi sanksi pidana paling 

lama 2 (dua) tahun penjara dan denda 

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

Ketentuan Pasal 165 dihapus Ketentuan Pasal 165 dihapus Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba sama (13) 

 

apakah akan dikenakan uu tipikor? 

KK DAN PKP2B 

35  Pasal 169A (Baru) 

(1) Kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara: 

a. yang belum memperoleh perpanjangan 

dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha 

terkait Pertambangan Khusus perpanjangan 
pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa 

melalui lelang setelah berakhirnya kontrak 
karya atau perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batubara dengan 
mempertimbangkan peningkatan 
penerimaan negara; dan 

b. yang telah memperoleh perpanjangan 
pertama dapat diperpanjang menjadi Perizinan 

Berusaha terkait Pertambangan Khusus 

Pasal 169A 

(1) Dalam hal kontrak karya atau 

perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batubara 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 169 huruf a berakhir, 

pemegang kontrak karya atau 

perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batubara memiliki 

hak untuk mengusahakan kembali 

Wilayah Pertambangan tersebut 

dalam bentuk IUPK perpanjangan 

untuk jangka waktu paling lama 2 

(dua) kali 10 (sepuluh tahun). 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (21) 

 

apakah sesuai dengan putusan mk, bumn 

prioritas seperti apa? 

 

apakah ada KK/PKP2B perpanjangan 

kedua? 

 

Seluruh KK/PKP2B berubah jadi iup/iupk 

maka perpanjangan kedua tidak mungkin 
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perpanjangan kedua sebagai kelanjutan 

operasi tanpa melalui lelang setelah 
berakhirnya perpanjangan pertama kontrak 

karya atau perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batubara dengan 
mempertimbangkan peningkatan 
penerimaan negara. 

(2) Peningkatan penerimaan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

Perizinan Berusaha terkait Pertambangan 
Khusus perpanjangan sebagai kelanjutan operasi 

setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian 
karya pengusahaan pertambangan batubara 
dilakukan dengan: 

a. pengaturan kembali pengenaan pajak dan 
penerimaan negara bukan pajak; 

b. pemberian luas wilayah sesuai dengan 
rencana kegiatan pada seluruh wilayah 

perjanjian yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Pusat sebelum Undang-Undang 
ini berlaku; dan 

c. kewajiban peningkatan nilai tambah 
mineral dan batubara. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Kontrak karya atau perjanjian 

karya pengusahaan pertambangan 

batubara yang telah melakukan 

penyesuaian sebagaimanya 

dinyatakan dalam Pasal 169 huruf 

b diberikan hak untuk 

mengusahakan kembali Wilayah 

Pertambangan dengan diberikan 

IUPK dengan luas wilayah sesuai 

dengan rencana kerja seluruh 

wilayah tambang yang telah 

disetujui dalam penyesuaian 

kontrak karya atau perjanjian 

karya pengusahaan pertambangan 

batubara. 

 

 

dalam rezim kontrak tetapi sudah dalam 

rezim izin.  

36  Pasal 170A (Baru) 

Bagi pemegang Perizinan Berusaha 
pertambangan hasil penyesuaian dari Kuasa 

Pertambangan yang diberikan kepada Badan 
Usaha Milik Negara dapat diberikan luas 

wilayah sesuai dengan luas wilayah kegiatan 
usaha pertambangan yang telah diberikan 
sebelumnya. 

Pasal 170A 

(1) Pemegang kontrak karya dan/atau 

pemegang izin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 170 dapat 

melakukan Penjualan produk hasil 

pengolahan dalam jumlah tertentu 

ke luar negeri untuk jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun dan 

wajib membayar bea keluar sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

jumlah produksi hasil pengolahan 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (22) 

 

penyesuaian dari kuasa pertambangan 

yang diberikan kepada badan usaha milik 

negara apakah bentuk dari prioritas atau 

hasil dari penyusutan wilayah tambang? 
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yang dapat diekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

 

KETENTUAN PERALIHAN 

37  Pasal 172A (baru) 

(1) IUP, IPR, dan IUPK yang telah 

diterbitkan oleh Menteri atau Pemerintah 

Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang 
ini tetap berlaku sampai dengan jangka 

waktunya berakhir dan kewenangan 
pengelolaannya berada pada Pemerintah 
Pusat. 

(2) Jangka waktu dan luas wilayah IUP 
atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang melakukan peningkatan nilai 
tambah mineral dan batubara secara 

terintegrasi disesuaikan dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 172A 

(1) Permohonan perpanjangan IUP 

Operasi Produksi diajukan dalam 

jangka waktu paling cepat 4 

(empat) tahun dan paling lambat 

dilakukan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sebelum berakhirnya  

IUP Operasi Produksi untuk 

Mineral logam, Mineral bukan 

logam jenis tertentu, dan 

Batubara. 

(2) Permohonan perpanjangan untuk 

IUPK Operasi Produksi diajukan 

dalam jangka waktu paling cepat 

5 (lima) tahun dan paling lambat 

dilakukan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sebelum berakhirnya 

IUPK Operasi Produksi untuk 

Mineral logam, Mineral bukan 

logam jenis tertentu, dan 

Batubara. 

(3) Pemerintah Pusat memberikan 

jawaban atas permohonan 

perpanjangan dalam jangka 

waktu 90 (sembilan puluh) hari 

sejak permohonan diajukan. 

 

 

Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (23) 

38  Pasal 172B (baru) 

(1) Semua frasa wilayah izin usaha 

pertambangan, dan wilayah pertambangan 
rakyat dalam Undang- Undang yang mengatur 

 Substasni pengaturan RUU CK dengan RUU 

Minerba tidak sama (24) 
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tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

diubah menjadi wilayah kegiatan usaha 
pertambangan sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

(2) Semua frasa izin usaha pertambangan, 

dan izin usaha pertambangan rakyat dalam 
Undang-Undang yang mengatur tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara diubah 
menjadi Perizinan Berusaha sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
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